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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 

Pada tahun 2010, Walikota Solok mengeluarkan Keputusan Nomor 

188.45/274/KPTS/WSL-2010 tentang Penetapan Lokasi Jalan Lingkar Utara Kota Solok. 

Berhubung pelaksanaan pembangunan Jalan Lingkar tersebut belum dapat dilaksanakan 

serta terjadinya perubahan peraturan pengadaan tanah, maka kemudian diterbitkan 

Keputusan Walikota Solok tanggal 21 Juli 2014 Nomor 188.45-379 Tahun 2014 tentang 

Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. 

Keputusan ini juga kemudian diperpanjang dengan Keputusan Walikota Solok tgl. 6 Juli 

2017 Nomor 188.45-467 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan 

Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok.  

Perencanaan pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok (JLUKS) dengan total 

panjang 8,2 km mulai dilaksanakan pada tahun 2007 dengan target selesai hingga tahun 

2014. Menurut Kepala Dinas PU Kota Solok, pembangunan JLUKS memang dilakukan 

secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran namun tidak pernah absen setiap 

tahunnya. Pembukaan jalan lingkar utara tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan 

tempat permukiman baru karena kawasan pusat kota sudah padat penduduk dan juga 

dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas.1  

Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara Kota Solok tersebut terletak di 4 (empat) 

Kelurahan pada Kecamatan Tanjung Harapan, yaitu Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan 

Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo, dan Kelurahan Laing. Total luas pengadaan tanah 

meliputi 66.380 M2 (6,6 Ha) yang terdiri dari 58 bidang tanah. Data per Maret 20182, dari 58 

bidang tanah tersebut realisasi ganti ruginya adalah: 

a. sejumlah 54 bidang (60.700 m2) sudah dibebaskan, dengan perincian: 

 
1 https://kotasolok.info/kawasan-lingkar-utara-kota-solok-akan-jadi-pusat-perekonomian-baru/ 

diunduh pada tanggal 20 Mei 2018 jam 23.49. 
2 Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tanggal 28 Maret 2018 Nomor 

205/13.72/500/III/2018 perihal Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara 
Kota Solok, yang ditujukan kepada Walikota Solok.  

https://kotasolok.info/kawasan-lingkar-utara-kota-solok-akan-jadi-pusat-perekonomian-baru/
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- 52 bidang ganti rugi dengan uang sejumlah Rp.9.898.805.000,- dan 

- 2 bidang ganti rugi dengan tanah, 

b. sejumlah 4 (empat) bidang belum dibebaskan, karena: 

-  2 orang belum bersedia menyerahkan sertipikat hak atas tanahnya; dan 

-  2 orang tidak menerima jumlah ganti rugi. 

Menurut informasi dari Kantor Pertanahan Kota Solok3, seluruh tanah sejumlah 58 

bidang yang terkena pengadaan tanah JLUKS tersebut adalah tanah ulayat. Jika 

keseluruhan tanah tersebut adalah tanah ulayat, dan berdasarkan data per Maret 2018 

hanya 2 (dua) bidang yang ganti ruginya berupa penggantian tanah, maka hal tersebut 

menunjukkan bahwa terjadi pelepasan tanah ulayat4. Hal itu membawa konsekuensi pada 

‘berkurang’nya eksistensi tanah ulayat khususnya di Kota Solok.  

Terdapat beberapa faktor penyebab berkurangnya tanah ulayat, namun secara 

umum terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu pelepasan tanah ulayat dan pendaftaran tanah 

ulayat.   Pelepasan tanah ulayat oleh scholar lain disebut juga dengan ‘penjualan’ tanah 

ulayat dan hal itu telah berlangsung sejak lama. Sebuah catatan menjelaskan bahwa di 

Kota Padang ‘penjualan’ tanah pusaka5 telah terjadi pada tahun 1828 (Colombijn, 

2006:248). Saat ini, ekspansi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat menjadi 

penyebab utama menciutnya jumlah tanah ulayat dalam skala besar.  

Berkurangnya tanah ulayat tersebut merupakan kekhawatiran masyarakat Sumatera 

Barat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari, ‘karena 

tanah ulayat merupakan perekat hubungan kekerabatan matrilineal masyarakat 

Minangkabau (Hermayulis,1999). Artinya, pembangunan JLUKS yang obyeknya adalah 

tanah ulayat dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial negatif seperti putus atau 

renggangnya hubungan kekerabatan atau tali silaturahim antar anggota masyarakat adat 

yang bersangkutan. 

1.2. Permasalahan 

 
3 Komunikasi per telepon pada tanggal 15 Mei 2018. 
4 Dalam proses pengadaan tanah, maka seluruh tanah yang menjadi obyek pengadaan tanah 

‘dilepaskan’ terlebih dahulu oleh pihak yang berhak sehingga statusnya menjadi tanah negara, untuk 
kemudian diajukan dengan sesuatu hak atas tanah oleh pihak yang membutuhkan tanah.  

5 Tanah pusaka istilah yang digunakan untuk tanah ulayat kaum. 
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Ada 2 (dua) hal yang menarik untuk dikaji dari proses pengadaan tanah JLUKS 

tersebut. Pertama adalah lamanya realisasi kegiatan pengadaan tanah tersebut dilakukan. 

Melihat pada Keputusan Penetapan Lokasi yang diterbitkan oleh Walikota Solok, 

pengadaan tanah JLUKS tersebut telah dimulai sejak tahun 2010 (bahkan perencanaannya 

telah dimulai sejak tahun 2007), dilanjutkan pada tahun 2014 dan kemudian diperpanjang 

pada tahun 2017 sehingga telah memakan waktu selama 8 (delapan) tahun.  

Kedua, kekhawatiran akan berkurangnya tanah ulayat sebagaimana disinyalir di atas 

akan dicermati dalam pembangunan JLUKS tersebut. Oleh karena itu pelepasan tanah 

ulayat yang dilakukan serta bentuk ganti rugi berupa penggantian tanah akan dicermati 

dampaknya terhadap eksistensi tanah ulayat.  Pencermatan dampak tersebut dilakukan 

dengan membandingkan dampak sosial sebagaimana tercantum dalam studi kelayakan 

dari Dokumen Perencanaan pembangunan JLUKS. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, pertanyaan yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengapa proses pengadaan tanah untuk pembangunan JLUKS mengalami 

keterlambatan?  

2. Bagaimanakah dampak pengadaan tanah untuk pembangunan JLUKS terhadap 

eksistensi tanah ulayat?  

1.4. Tujuan Penelitian 

Dengan penelitian ini akan diketahui (1) faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya 

keterlambatan dalam pengadaan tanah pembangunan JLUKS; (2) dampak langsung dan 

tidak langsung dari pengadaan tanah terhadap eksistensi tanah ulayat yang ada di Kota 

Solok. Dampak langsung yang dimaksud adalah bagaimana ‘ganti rugi’ pembangunan 

JLUKS mempengaruhi pola hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan 

tanah ulayatnya. Sementara itu dampak tidak langsung adalah pengaruh pembangunan 

JLUKS terhadap pola penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayat yang tidak terkena 

pembangunan JLUKS. 

1.5. Kegunaan Penelitian 
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Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberi masukan secara akademis 

tentang 2 (dua) hal, yaitu mengenai perkembangan Hukum Tanah Adat khususnya tanah 

ulayat di Sumatera Barat. Melalui penelitian ini diketahui bagaimana tanah ulayat di 

Sumatera Barat berhadapan dengan pembangunan infrastruktur (jalan lingkar) di wilayah 

perkotaan yang mempengaruhi pola penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah 

ulayat tersebut. Kedua, penelitian ini juga memberi masukan secara akademis pada 

regulasi Pengadaan Tanah khususnya persoalan dampak langsung dan tidak langsung dari 

pembangunan jalan lingkar terhadap eksistensi tanah ulayat.  

Secara praksis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pemikiran kepada 

pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, dan otoritas pertanahan tentang bagaimana  

seharusnya dan sebaiknya proses pengadaan tanah dilakukan dalam hal obyek pengadaan 

tanah adalah tanah adat. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

1. Proses pembangunan JLUKS mengalami keterlambatan karena: 

a. Pihak yang membutuhkan tanah, yaitu Pemerintah Kota Solok kekurangan dana 

untuk membiayai ganti rugi tanah penduduk.  

b. Dalam proses pengadaan tanah tersebut terjadi perubahan regulasi mengenai 

pengadaan tanah sehingga pihak yang membutuhkan tanah harus melakukan 

penyesuaian dengan regulasi baru tersebut. 

c. Dokumen Perencanaan pengadaan tanah JLUKS kurang memenuhi standar 

sebagaimana mestinya sebuah dokumen perencanaan. 

d. Kurangnya sosialisasi pengadaan tanah JLUKS bagi warga yang terkena dampak.  

e. Proses penyelesaian alas hak tanah adat sebagai dokumen yang disyaratkan untuk 

pembayaran ganti kerugian memerlukan waktu yang relatif panjang  

2. Dampak pengadaan tanah JLUKS terhadap eksistensi tanah ulayat 

a. tanah adat secara kuantitatif mengalami penciutan karena dilakukan pelepasan 

tanah ulayat untuk pengadaan tanah pembangunan JLUKS; 

b. uang pembayaran ganti kerugian yang diterima oleh pihak yang berhak yang obyek 

pengadaannya tanahnya berupa tanah adat tidak dilakukan penggantian dengan 

tanah; 

c. hubungan kekerabatan mengalami degradasi karena uang pembayaran ganti 

kerugian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. 

B. Saran 

1. Perlu ada sanksi terhadap pihak yang terkait dalam hal adanya keterlambatan 

penyelesaian sebagaimana telah ditentukan dalam regulasi pengadaan tanah.   

2. Otoritas Pertanahan selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan 

pengadaan tanah perlu membuat panduan dalam hal obyek pengadaan tanah adalah 

tanah adat; 
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